BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Menimbang

Mengingat

KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI BOGOR,
bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non
perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pedornan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Camat;
bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non
perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis
perizinan yang kewenangan penandatanganannya
didelegasikan kepada Cemat, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan
disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Camat;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .........



Menetapkan
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23, Peraturan Daereh Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

25.Peraturan Bupai Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2013 Nomor 81);

26.Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang lzin
Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG
PENDELEGASIAN XEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA CAMAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan
perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berilcut:
a. Perizinan terdiri atas :
1. Izin Peruntukan Pengunaan Tanah (IPPT) untuk :

a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan
jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan
deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M?;

b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada
fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai
dengan 3.000 M?; dan

¢) huller/penggilingan padi.
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2. lzin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan

jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan
deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M?;

b) kolam pemancingan vang berdiri sendiri tidak ada
fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai
dengan 300 M? dan

c) huller/penggilingan padi.
3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
4. lzin Reklame dalam ruang, terdiri dari :

a) billboard tempel;

b) billboard bersinar tempel;

¢} bersuara;

d) balon udara;

e) banner bahan kain dan partikel;

f) spanduk;

g umbul-umbul;
h) thin plat;

i) animasi;

j) megatron;

k) neon box;

1) poster; dan

m) selebaran.

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
. lzin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Non Fornal;

Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;

.Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar
daerah/negeri;

11.Izin Pembangunan atau Penembokan Makam;
12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
13. Izin Huller/penggilingan padi.
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Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi
izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undanganan dapat
diterbitkan oleh camat.

Pasalll .........



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPANJANG

Alamat: Jin.Moh.No.1 Telp (021) 5979184 Kode Pos 16360

SURAT AT PARUNGPANJAN
Nomor: & [ Kpts/II1/2016

Tentang
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USTA DINI (PAUD)
*ASSOHIBAH"

Camat Parungpanjang,

Menimbang; a. Bahwa sebagaimana dimanatkan Undang-Undang Dasara Negara
Tahun 1945 ,pendidkan adalah hal yang paling mendasar dan
mendapat skala prioritas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
guna mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa depan.

b.  Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah bagian yang tak terpisahkan
dalam upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa tersebut agar
memiliki kecerdasan mental dan spiritual dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara,oleh karenanya penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usla Dinl harus ditembagakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c Bahwa sebagaimana dimaksud dictum b.maka Camat Parungpanjang
memandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada PAUD.Asschibzh yang
berdomisii i Kp.Sabreng tengah RLIS/05 Desa Gorowong
Kec.Parungpanjang Kab.Bogor

Mengingat; 1. Undang -Undang Nomor.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 8}

2 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara tahun 2003 no.78 tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 3390).

3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan
Nasional Pasal 28

4, Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No.58 tahun 2009
tentang standar Pendidikan anak Usia Dini (FAUD).

5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS) ,Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/22002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolzh

2. Peraturan Daerah Kab.Bogor No.9 tahun 2008 tenang susunan dan
kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).



Memperhatikan:

Menetapkan:

Pertama;

Kedua;

Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.11 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Umum kepada
Camat.

Surat Keterangan Domisii PAUD ASSOHIBAH dari Kepala Desa
Gorowong Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.

1 Surat Permohonzn ljin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan  Anak Usia Dini (PAUD) Asschibah tanggal.15 Agustus
2015

2.Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan dari UPT.Pendidikan
PAUD,TK.DIKDAS DAN DIKMEN XX Kec.Parunggpanjang Tanggal 25
Agustus 2015

MEMUTUSKAN

DIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD “ASSOHIBAH" YANG
BERDOMISILI DI KP.SABRANG TENGAH RT.15/05 DESA
GC KEC.| NJANG KAB.BOGOR

Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Surat Keputusan ini sebagai Pengelola PAUD ASSOHIBAH.

Pemberian Ijin sebagaiamana dimaksud dictum 1 (kesatu) beraku
sepanjang Pengelola PAUD memenuhi semua ketentuan dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan wajib melakukan
Daftar Ulang (her registrasi) pada setiap awal tahun pefajaran .

Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

diberikan dengan ketentuan:

a. Penyelenggaraan PAUD harus sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik

Indonesia

b. Penyelenggaraan PAUD harus menjaga norma-norma sosial
kemasyarakatan.

c Penyelengarean  PAUD ditlarang  melakukan  hal-hal yang
bersipat diskriminatif.

d. Dalam hal penyelenggaraan PAUD temyata menimbulkan
kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang
mengakibatkan terhentinya penyelenggaraan pendidikan,maka
segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung

jawab pihak pemegang izin dan Swat izin operasional i
dapatdibala{kan.
e Segala P dan atau kelak atas

ualamkeptmwyangdapetmugu@nkembawaan
Pemerinatah baik sengaja atau pun tidak sengaja maka Surat
Ijin Operasional ini dianggap batal dan tidak berlaku.

mengalihkan Lzia Operasional
yelengganaan PAUD ini ke Pihak lain dengan dalih apapun
sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten
Bogor dalam hal ini Camat Kecamatan Parungpanjang.



Keempat; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,apabila terdapat
kekeliruan akan diperbalki sebagzimana mestinya.

DrL; PARUNGPANJANG

Tembusan kepada:

1.Yth.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2.¥th.Bupati Bogor melalui Sekda Kab.Bogor
3.Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bogor
4.Yth.Ka.UPT.Pendidikan Kurikulum XX Kec.Parungpanjang
5.Yang bersangkutan.



YAYASAN PENDIDIKAN

BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR
Alamat : JI.Raya Bunar — Jagabita Rt 02/03 Desa Cibunar-Parumg Panjang
BOGOR TLP (021)/ HP. 081288817863

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR
Nomor : 014-Ys-binas-2014

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD ASSOHIBAH
DESA GOROWONG KECAMATAN PARUNG PANJANG
KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan hasil musyawarah penngurus Yayasan Pendidikan Bina Insan Sejahtera Bogor
pada tanggal 15-11-2014, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD ASSOHIBAH
Kp. Sabrang RT.15 RW.05 Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. Jagabita yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan msyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengt k adanya p imt serta mempersiapkan putra-putrinya  untuk

-

g yang j yang lebih tinggi (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka Yayasan Pendidikan Bina Insan Sejahtera
Bogor mengambil keputusan secara musyawarah menyetujui adanya PAUD ASSOHIBAH
Kp. Sabrang Desa Gorowong Kec. Parung Panjang Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan set untuk dip 1 by
mestinya.

Tembusan :
1. Yth. Pengurus Yayasan PendidikanBina Insan Sejahtera
2. Yth, Kepala UPT Pendidikan Kec. Parung Panjang
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YAYASAN PENDIDIKAN
BINA INSAN SEJAHTERA BOGOR

ALAMAT : J1. RAYA (IBUNAR — JAGABITA RT. 02/03 DESA (IBUNAR — PARUNGPANJANG BOGOR
TLP (021) / HP. 031288817863

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjen, S.Pd.MM
Jabatan : Ketua Yayasan Bina Insan Seahtera
Alamat : J1. Raya Cibunar — Jagabita RT. 02/03 Desa Cibunar

Kec. Parungpanjang Kab. Bogor
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama PAUD : ASSOHIBAH
Alamat = Il Kp. Sabrang Tengah Rt. 15/05 Gorowong
Kec. Parungpanjang Kab. Bogor 16360
Benar PAUD tersebut dibawah naungan Yayasan Bina Insan Sejahtera Bogor.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pembina
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